PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 17 TAHUN 1964
TENTANG
OICR TA JALAN RAYA LI NTAS SUMATERA

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

a. bahwa unt uk nel ancar kan usaha-usaha di bi dang produksi dan di stri busi
sesuai dengan program Penerintah di bidang ekonom sebagai nana
di gari skan dal am Manifesto Politik Republik Indonesia dan Dekl arasi
Ekonom, perlu segera nengusahakan penggunaan potensi-potensi Yyang
terdapat di pulau Sunatera dengan jal an nengadakan perhubungan ant ar
Daerah-daerah di  Sunatera dan antar Sumatera dengan Jawa guna
nel ancar kan j al annya peneri nt ahan dan dal amrangka nati on- bui | di ng;

b. bahwa untuk tujuan ternaksud di atas perlu segera nenbangun suatu
jalan raya baru untuk lalu-lintas berat dan cepat dari Banda- Aceh ke
Pandj ang (Lanpung) beserta jalan-jalan penghubung ke-daerah-daerah
sebagai ternaksud dalam Ketetapan Mjelis Pernusyavwaratan Rakyat
Senentara Republik I'ndonesia No. |I/MPRY 1960;

C. bahwa unt uk nenggal i sunber - sunber penbi ayaan guna proyek jal an raya
itu perlu dikerahkan segala "funds and forces" baik di Pusat maupun
di Daerabh;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu segera

nenbent uk suatu badan "OICR TA' yang akan nel aksanakan penbangunan
Jal an Raya Lintas Sunater a;

Mengi ngat :
1. Pasal 4 ayat (1), dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ket et apan Myj el i s Pernusyawar at an Rakyat Senentara Republ ik |ndonesi a

No. | dan |1/ MPRS 1960;
3. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok

Agrari a
MEMUTUSKAN :
Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG OTCR TA JALAN RAYA LI NTAS SUVATERA
BAB |.
PEND R AN
Pasal 1.

Dengan Peraturan Presiden ini  dibentuk suatu badan penyel enggara
penbangunan dan penbina jalan raya yang nelintasi pulau Sunatera dengan
nama "Qorita Jalan Raya Lintas Sumatera" selanjutnya dal am Peraturan
Presiden ini disebut "Gorita", yang berkedudukan di Jakarta dan yang dapat
nendi ri kan kantor-kantor proyek dan kantor-kantor perwakilan di tenpat-
tenpat di Sunatera.

Pasal 2.

Qorita adalah badan hukum vyang berhak nelakukan usaha- usahanya



ber dasar kan Peraturan Presiden ini.
Pasal 3.

Cengan tidak nengurangi ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, naka
terhadap Gorita berlaku hukum I ndonesi a.

BAB II.
TWUAN LAPANGAN USAHA DAN WEVWENANG

Pasal 4.

(1) Tujuan QGirita adalah untuk turut serta nenbangun ekonom nasi onal
dal am rangka ekonom terpi npi n dan nation- buil ding dengan jal an:

a. nenbuat, nenelihara, nenperbaiki, nenperluas suatu jalan raya
serta konstruksi-konstruksi yang nerupakan bagi annya untuk
lalu-lintas berat dan cepat dari Banda-Aceh ke Pandjang
nenyusur Bukit Barisan;

b. nenbahar ui, nenperbai ki dan nenelihara jal an-jal an- penghubung
(feederroads) serta konstruksi-konstruksi yang nerupakan bagi an
j al an penghubung it u.

(2 QGorita nengadakan usaha-usaha di segala bidang yang |angsung
ber hubungan dengan kepentingan tugas tersebut di atas.

(3) Waha-usaha tersebut di atas dil akukan dengan nenper hati kan asas-asas
ekonom perusahaan tanpa nengabai kan asas-asas sosi al nya.

Pasal 5.
(1) Untuk nel akukan usahanya kepada Qorita diberikan hak nenguasai tanah

sebagai di maksudkan dal am pasal 2 Unhdang-undang No. 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang neliputi:

a. nengat ur dan nenyel enggar akan per unt ukan, penggunaan,
per sedi aan dan penel i haraan atas tanah.

b. nenent ukan dan nengat ur hak- hak yang dapat di punyai atas tanah.

C. nenent ukan dan nengat ur hubungan hukum antara orang- orang dan

per buat an- per buat an hukum nengenai t anah.
(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan olenh Gorita
dengan nengi ndahkan per at uran- perat uran Agraria yang ber| aku.

Pasal 6.

Qorita nmenpunyai hak dan wewenang nmengadakan peraturan- peraturan tentang
perizi nan dal am penakai an jal an, pungutan- pungutan untuk penakai an jal an
dan hal -hal |ain yang di hubungkan dengan usaha- usahanya.

BAB I11.
MCDAL.

Pasal 7.

(1) Mdal pertama Gorita berjumtah Rp.1.000.000.000,- (satu mlyard
rupi ah) dari keuangan Negara yang di pi sahkan.

(2) Mdal Gorita tidak terbagi atas saham saham

(3) Penerintah nenyesuai kan/ menanbah nodal ini nenurut per kenbangan



(4)
(9)

(1)
(2)

kebut uhan dan sekal i an nmenet apkan cara dan sunber penbi ayaan Gorita.
Qorita dapat nengadakan perjanjian pi njaman dengan badan-badan resm
dan swasta bai k di dal am naupun di |uar Negeri .

Qorita dapat nenanbah nodal nya dengan hasil-hasil pendapatan yang
di perol eh dari kegi at an- kegi at an yang di | akukan ol en Gorita.

Pasal 8.
Qorita dapat nenpunyai cadangan unum yang di bent uk dan di pupuk atas
perset uj uan Kepal a Staf, ternaksud dal ampasal 10 (2) peraturan ini.
Qorita tidak nengadakan cadangan di amdan/ atau cadangan rahasi a.

BAB | V.
Pl MPI NAN

Pasal 9.

R npinan Gorita terdiri atas A npi nan thumdan D reksi .

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Pasal 10.

P npi nan unum di pegang | angsung ol eh Presi den Republ i k | ndonesi a.
Untuk nenetapkan dan nenyel enggarakan kebijaksanaan urmum Presi den
Republ i k 1 ndonesi a di bantu ol eh suatu Staf Presi den U usan Jal an Raya
Lintas Sunatera, yang terdiri atas Kepala Saf dan Anggot a- anggot a,
yang tugas, wewenang dan susunannya ditetapkan ol en Presiden.

Sfat tersebut dalamayat (2) nenetapkan asas-asas pokok pel aksanaan
dari kebijaksanaan unum yang tel ah ditetapkan ol eh Presiden untuk
di | aksanakan ol en suatu D reksi seperti yang ditentukan dal am pasal
11.

Saf tersebut dalamayat (2) nemnpin dan nengawasi pel aksanaan asas-
asas pokok yang dil akukan ol eh D reksi.

Pasal 11.

Pel aksanaan sehari-hari dari kegi atan-kegiatan Qorita dil akukan ol eh
suatu Dreksi yang terdiri dari seorang DOrektur dan dibantu ol eh
sebanyak- banyaknya 5 orang D rekt ur - Mida.

Anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Kepala Saf untuk
selana lima tahun; setelah waktu itu berakhir anggota yang
bersangkutan berhenti dari jabatannya karena hukum dan dapat
di angkat kenbal i .

Anggot a D reksi adal ah warga negara | ndonesi a.

Dalam hal-hal di bawah ini, Presiden dapat nenberhentikan anggota
O reksi neski pun waktu tersebut dal amayat bel um berakhir:

atas permntaan sendiri,

kar ena neni nggal duni a,

karena tindakan yang nerugi kan Gorita,

karena tindakan/sikap yang bertentangan dengan Kkepentingan
Negar a.

QooTo

Pasal 12.

Antara anggota Dreksi tidak boleh ada hubungan kel uarga sanpai



(2)

(3)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(1)

(2)

dengan derajat ketiga, baik nenurut garis lurus nmaupun garis
kesanpi ng termasuk nenantu dan ipar, kecuali jikalau diizinkan ol eh
Presiden. Jika sesudah pengangkatan nereka nasuk periparan yang
terlarang itu, nmaka untuk dapat nel anjutkan jabatannya diperl ukan
i zin Presiden.

Anggota Dreksi tidak boleh nerangkap jabatan lain kecuali dengan
i zin Presiden.

Tidak ternmasuk dalam larangan ini jabatan yang dipikul kan ol eh
Peneri nt ah kepadanya.

Anggota Dreksi tidak boleh baik |angsung naupun tidak |angsung
nenjadi pem|ik sebagi an ataupun nenjadi penjamn sesuatu badan usaha
yang bertuj uan nencari untung.

Pasal 13.
D reksi nel akukan asas-asas pokok kebijaksanaan yang tel ah di gari skan

ol eh Staf dal am nengusahakan tujuan Gorita.
DCal am nmengusahakan tujuan Qorita DO reksi berkewajiban unt uk:

a. nemnpi n dan nengawasi penyel enggaraan sebagai nana ternmaksud
pada Bab I1.
b. nengusahakan kerja sama dengan Departenmen yang ber sangkut an dan

Penerintah Daerah di Sunatera.
D reksi nengurus dan nenguasai kekayaan Qorita.
O rektur bertanggung-j anab kepada Kepala Saf dan para D rektur Mida
ber t anggung- j anab kepada D rekt ur.
&1 dan penghasilan |lain anggota DO reksi ditetapkan ol eh Presiden.
Presi den dapat nendel egasi kan kekuasaan tersebut kepada Kepal a S af .
Tata-tertib dan cara nenj al ankan pekerjaan D reksi diatur dal amsuatu
peraturan yang ditetapkan ol eh Dreksi dan yang di sahkan ol eh Kepal a
Saf.

Pasal 14.

Oreksi newakili Qorita di dalamdan di |uar pengadil an.

O reksi dapat nenyerahkan kekuasaan mewaekili tersebut dal am ayat (1)
kepada seorang anggota D reksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau
kepada seorang/ beberapa orang pegawai Qorita baik sendiri maupun
ber sana- sana at au kepada or ang/ badan | ai n.

BAB V.
Pl MPI NAN DAERAH

Pasal 15.

Unt uk nel ancar kan pel aksanaan penbangunan proyek di Daerah tingkat |
di adakan suatu P npinan Daerah yang diketuai ol eh Quibernur/Kepal a
Daerah yang bersangkutan dan dibantu ol eh beberapa anggota yang
j um ah dan susunannya ditetapkan ol eh Kepal a S af .

A npinan Daerah nenbantu Staf dal am penyel enggaraan kebij aksanaan
unumyang ditetapkan ol eh Presi den dan bert ugas- kewaj i ban:

a. nenbi na dan nengamankan pel aksanaan/ penbangunan pr oyek;
b. nengger akkan dan nenger ahkan "funds and forces" di Daerah:
C. nel aksanakan dan nenyel esai kan segal a sesuatu yang ber hubungan

dengan penguasaan tanah oleh Qorita:



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

(9)

d. nenbantu D reksi dal am pel aksanaan tugas dan kewsji bannya dan
bert anggung-j anab at as penyel enggar aannya kepada Pi npi nan Unum
nel al ui Kepal a St af.

Uang kehor mat an anggot a P npi nan Daerah ditetapkan ol eh Kepal a S af .

Tata-tertib dan cara nenjal ankan pekerjaan oleh P npinan Daerah

di atur dal amsuatu peraturan yang ditetapkan ol eh P npi nan Daerah dan

di sahkan ol eh Kepal a S af .

Huibungan PR npinan Daerah dengan DOreksi dan Pelaksana Proyek

di tet apkan ol en Kepal a S af .

BAB M.
PELAKSANA PROYEK

Pasal 16.

Untuk nel ancarkan pel aksanaan tugas kewajiban Dreksi di Daerah,
Kepala Staf nengangkat seorang Proyect-Manager atas usul D reksi
untuk tiap-tiap daerah kesatuan penbangunan (seksi).

Menurut  kebut uhan nasi ng- nasi ng kesat uan penbangunan, DO reksi dapat
nengangkat seorang atau beberapa orang Asisten-Manager atas usul
Proyect - Manager yang ber sangkut an.

Proyect - Manager bert ugas- kewaj i ban nem npi n dan nengawasi pel aksanaan
tehnis penbangunan proyek disuatu kesatuan penbangunan dan
bert anggung-j anab at as penyel enggar aannya | angsung kepada D reksi .

BAB M|,
TANGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUd
PEGAWAI .

Pasal 17.

Senua pegawai QGorita termasuk anggota D reksi dal am kedudukan sel aku
demki an, yang tidak dibebani tugas penyinpanan uang, surat-surat
ber harga dan barang- barang persedi aan, yang karena ti ndakan-ti ndakan
yang nel anan hukum atau karena nel al ai kan kewaji ban dan tugas yang
di bebankan kepada nereka dengan |angsung atau tidak |angsung tel ah
neni nbul kan kerugian bagi Qorita diwgjibkan nengganti kerugi an
t er sebut .

Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi tersebut terhadap pegawai
Negeri berl aku sepenuhnya terhadap pegawai Qorita.

Semua pegawai CGorita yang dibebani tugas penyi npanan, penbayaran
atau penyerahan uang dan surat-surat berharga mlik Qorita dan
barang-barang persediaan mlik Qorita yang disinpan dal am gudang
atau ditenpat penyi npanan yang khusus dan semnata-nmata di per gunakan
untuk keperluan itu diwgibkan bertanggung-jawab tentang pel aksanaan
t ugasnya kepada Badan Peneri ksa Keuangan.

Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu nengirinkan
pert anggungan-j anab nengenai cara nengurusnya kepada Badan Peneriksa
Keuangan.

Tunt ut an t er hadap pegawai t er sebut di | akukan nenur ut
per at uran/ ket entuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, yang
ol eh Badan Peneri ksa Keuangan di bebaskan dari kewajiban nengirnkan
per t anggungan- j anab nengenai cara pengur usannya.

Serua surat bukti dan surat |ainnya bagai nana juga sifatnya, yang



(6)

(1)

(2)

Tahun

(1)

(2)

(3)

termasuk bilangan tata-buku dan admnistrasi Qorita, disinpan
ditenpat CGorita atau ditenpat lain yang ditunjuk ol eh Kepala S af
kecuali jika untuk senentara di pi ndahkan ke Badan Peneri ksa Keuangan
dal am hal di anggapnya perl u unt uk sesuatu peneri ksaan.

Unt uk keperl uan peneri ksaan yang bertal i an dengan penet apan paj ak, dan
kontrol e akuntan pada unurmya surat bukti dan surat |ai nnya ternmasuk
pada ayat (5) untuk senentara di pi ndahkan ke Jawat an Akuntan Negar a.

BAB M II.
KEPEGAVAI AN

Pasal 18.

Gi, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari
pegawai / pekerja Qorita diatur dengan peraturan yang dibuat ol eh
D reksi yang berlaku setel ah nendapat persetujuan Kepala Staf dengan
nenper hat i kan ket ent uan- ket ent uan pokok yang ditetapkan dengan atau
ber dasar kan per at uran per undangan.

D reksi nmengangkat dan nenber henti kan pegawai / pekerja Qorita nenurut
peraturan kepegawai an yang disetujui oleh Kepala Staf berdasarkan
per at uran pokok kepegawai an yang ditetapkan ol en Peneri nt ah.

BAB | X
TAHUN BUKU.

Pasal 19.
buku Gorita adal ah tahun takw m

BAB X
ANGGARAN OTCR TA

Pasal 20.

Sel anbat -1 anbat nya tiga bul an sebel um tahun buku baru nul ai berl aku
naka oleh Dreksi dikirinkan anggaran Qorita untuk di mntakan
per set uj uan kepada Kepal a S af .

Kecuali apabila Kepala Saf nengenukakan keberatan atau nenol ak
proyek yang dinuat di dal am anggaran Qorita sebel um nengi nj ak tahun
buku baru nmaka anggaran tersebut berl aku sepenuhnya.

Anggaran tanbahan atau perobahan anggaran yang terjadi dal am tahun
buku yang bersangkutan harus nendapat persetujuan |ebih dahulu dari
Kepal a S af .

BAB X .
LAPCRAN BERKALA TENTANG KEUANGAN DAN
KEQ ATAN OTCR TA

Pasal 21.

Laporan perhitungan hasil usaha berkal a dan kegiatan Qorita dikirim ol eh
Oreksi kepada Kepala Staf nenurut cara dan waektu yang ditentukan ol eh
Kepal a S af .



BAB X I.
LAPCRAN PERH TUNGAN TAHUNAN

Pasal 22.

(1) Wtuk tiap tahun buku ol eh Dreksi dikirinkan perhitungan tahunan
yang terdiri atas neraca dan perhitungan | aba rugi kepada Kepal a S af
dan Badan Peneri ksa Keuangan nenurut cara dan waektu yang ditetapkan
ol en Kepal a S af .

(2) Cara penilaian pos dal am per hi tungan tahunan harus di sebut kan.

(3) Jika dalam waktu dua bul an sesudah | aporan perhitungan tahunan itu
oleh Kepala Saf tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan
itu dianggap tel ah di sahkan.

(4) Pengesahan ternmaksud nenberi penbebasan kepada D reksi terhadap
segal a sesuatu yang ternuat dal am perhi t ungan tersebut .

BAB X I1.
PENYERAHAN KEPADA DAERAH

Pasal 23.

Dengan Peraturan Presiden kepada Daerah Saatantra dapat di serahkan
penguasaan dan pengurusan dari sebagian atau seluruhnya jalan raya |intas
Sunatera dan/atau jal an-jalan penghubung serta usaha-usaha Qorita yang
| angsung ber hubungan dengan kepentingan penbangunan dan penbi ayaan jal an
raya tersebut.

BAB X V.

PEMBUBARAN

Pasal 24.
(1) Penbubaran QGorita dan penunjukkan |ikuidaturnya ditetapkan oleh
(2 %gm}zeﬂékayaan Qorita setelah diadakan likuidasi nenjadi mlik

(3) Pertanggungan jawab |ikuidasi ol eh |ikuidatur dilakukan kepada Kepal a
Saf yang nenberi kan penbebasan tanggung- jawab tentang pekerjaan
yang di sel esai kan ol ehnya.

BAB XV.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 25.

Hal -hal yang bel um atau bel um cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini
di tet apkan ol en Kepal a S af .

Pasal 26.

Peraturan Presiden ini nulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berl aku
surut hingga tanggal 1 Maret 1964.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan pengundangan



Peraturan Presiden ini dengan penenpat annya dal am Lenbar an- Negara Republ i k
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1964.
Presi den Republ i k | ndonesi a,

Ttd.
SUKARNQ
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1964
Sekretari s Negar a,
Ttd.
SANTCSO S . H
Brig. Jend. T.NI.
PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN NCMCR 17 TAHUN 1964
TENTANG
OICR TA JALAN RAYA LI NTAS SUVATERA
UMM
1. Dal am rangka pel aksanaan program unum Penerintah di bi dang produksi

dan distribusi sebagaimana digariskan dalam Mnifesto Politik
Republ ik Indonesia, Pola Penbangunan Nasional Senesta Berencana
Tahapan Pertana dan Dekl arasi B<onom perlu segera dijal ankan usaha
untuk rmenggi at kan pengerahan dan penggunaan segenap potensi yang
terdapat di pul au Sunatera.

Unt uk dapat nenjal ankan usaha-usaha ternmaksud perlu di dahul ui dengan
penbangunan infra-struktur pada unummya, nenperbai ki dan nel ancar kan
transport dan konmuni kasi khususnya yang nerupakan suatu pendorong
utama bagi pertunbuhan dan per kenbangan ekonom dal amsegal a bi dang.

Berhubung dengan itu perlu dalam waktu sependek rungkin
di sel enggar akan suatu proyek Nation-building dan Character-buil di ng
dengan nenbangun suatu jalan raya untuk lalu lintas berat dan cepat
dari Banda- Aceh ke Panjang (Lanpung) beserta jal an-jal an penghubung
ke daer ah- daer ah.

Jalan raya ini akan nenjadi perwujudan dari pada sistim jaringan
jalan, yaitu adanya satu jalan raya yang nenbentang dan nenyusur di
tengah-tengah nelintasi pulau Sunmatera dari ujung utara ke-ujung
sel atan sebagai urat nadi dengan jal an-jal an penghubung ke-barat dan
ke-timur pulau yang nenurut kepentingan dan kebutuhan dapat
di per kenbangkan.

Sejarah telah nenunjukkan betapa besar perobahan yang telah



digerakkan oleh penbukaan jalan-jalan besar, sebagai aki bat
perangsang dari jaringan jalan-jalan itu.

Maka jalan Raya Lintas Sunaterapun akan nerupakan suatu factor
dinams dan nodal dasar untuk nenggerakkan kegiatan-kegiatan lain
di sekt or perekonom an, terutana dal ambi dang, di maksud di bawah ini:

Pertani an :

Jalan Raya Lintas Sunmatera akan nenberi kan kenungki nan yang sangat
luas untuk nenanbah areal pertanian dal am rangka program nenanbah
produksi pangan dengan j al an extensifikasi .

Daer ah-daerah subur dan |enbah-1enbah sungai yang dahulu sukar
dikunjungi apalagi diexploitasi, akan nerupakan daerah-daerah
pertani an bar u.

Per kebunan:

Sunatera Yang kaya dengan per kebunan- per kebunan al aimya serta gunung-
gunung vyang subur akan |ebih banyak dapat dikultiveer untuk
nenghasi | kan bahan- bahan nent ah bai k bagi perindustrian dal am Negeri ,
nmaupun bagi pasaran duni a.

Tidak sedi kit pul a terdapat perkebunan-perkebunan yang pada waktu ini
terbengkal ai karena jal an-jal an per kebunan- per kebunan tersebut sudah
rusak sama sekali .

Jalan Raya Lintas Sumatera ini akan nenudahkan wusaha untuk
nerehabi i tir perkebunan-per kebunan tersebut.

Pert anbangan dan Perindustrian :

Dem ki an pul a kekayaan yang nasi h terpendam |ebi h di per nudah untuk
di ekspl oi tasi kan. Kegi atan-kegi atan explorasi dan exploitasi dari
pada deposit-deposit bahan-bahan tanbang |ebi h nudah dan |ebih |uas
dapat di | aksanakan sehingga jalan raya lintas Sunatera tidak sedikit
akan nenberi kan dorongan-dorongan kearah penggalian dari pada
kekayaan al am | ndonesi a.

Sejalan dengan nmasa/waktu penbangunan jalan raya ini akan dapat
di | aksanakan penbangunan pusat produksi berdasarkan Pol a Penbangunan
Senest a Ber encana.

D stri busi

Mengi ngat peranan konuni kasi yang sangat besar dal am pel aksanaan
distribusi yang lancar, naka jalan raya lintas Sunatera tidak kecil
per anannya dal am penyal uran bar ang- barang dari sekt or-sektor produksi
ke sektor-sektor Konsunsi diseluruh Indonesia dan perikanan darat,
dal amwakt u yang | ebi h si ngkat dan dal am kondi si yang | ebi h senpur na.

Maka tidak kecillah arti jalan raya Lintas Sunatera tersebut juga
bagi tercapainya "distribution of wealth" dalam alam sosialisme
| ndonesi a.



Transmgrasi :

Cengan di bukanya daerah-daerah yang |uas yang dapat dijadi kan tanah
persanahan dan peri kanan darat yang subur, naka jalan raya lintas
Sumatera akan nenperlancar pel aksanaan program Penerintah dal am
bi dang transmgrasi dan akan nerupakan daya penari k yang besar bagi
transmgran-transmgran spontan, suatu hal yang sangat penting bagi
nat i on- bui | di ng.

Pert ahanan w | ayah :

Olihat dari segi pertahanan w layah, nmaka jalan raya lintas Sumatera
nemliki nilai strategis yang sangat besar, dan pertahanan negara
yang kukuh nerupakan j am nan bagi perekonom an yang kuat pul a.

Pariw sata :

Jalan Raya Lintas Sumatera akan nelintasi daerah-daerah yang sudah
sangat terkenal dengan keindahan al aimmya. Hubungan yang bai k dan
nyanan dengan daer ah- daer ah t er sebut akan nenper | ancar
penyel enggaraan usaha-usaha dibidang kepariw sataan dan dengan
sendirinya akan nenarik pula turis-turis baik dari dal am naupun dari
| uar negeri .

Peneri nt ah :

Setiap jalan pada unurmya akan nenari k penghuni - penghuni  di sepanj ang
tepinya. Desa-desa akan nuncul, kota-kota akan bertanbah besar,
hubungan dengan daerah-daerah yang dahulu terperincil akan dapat
di | akukan. Hubungan antar "daerah” dengan "pusat" dan antara daerah-
daerah akan bertanbah erat, demkian pul a hubungan antar suku-suku di
Sunatera pada khususnya dan suku-suku diseluruh Indonesia pada
unurmya, sehingga jalan raya ini akan nerupakan salah satu al at
pener sat u bangsa dal amrangka nation buil di ng.

Dengan demkian jalan raya ini dengan sendirinya nenbawakan, bahwa
j al annya peneri ntahan akan | ebi h | ancar dan intensip.

Penbangunan Daer ah :

Penbangunan jalan raya lintas Sumatera akan diikuti oleh dan
nenper kenbangkan penbangunan- penbangunan konpl enenter di Daerah dal am
segala bidang dalam rangka penbangunan Daerah yang tidak dapat
di pi sahkan dari pada penbangunan Nasi onal .

Berhubung dengan hal-hal yang diuraikan diatas, naka jalan Raya
Lintas Sunatera tidak saja nerupakan suatu alat transport dan
konuni kasi semata-nmata nelainkan terutama adalah suatu aparat
pr oduksi .

Bukan saj a hubungan Pusat dan Sunatera dapat di pererat, hubungan |alu
lintas barang dan manusia dapat diperlancar, akan tetapi produksi
di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertanbangan. baru dan



pusat - pusat industri akan di perbesar hingga suatu tingkatan yang kita
perlukan bagi "self-propelling-growth" dari pada perekonom an
| ndonesi a.

N lainya bagi kepariw sataan dan transmgrasi, demkian pula bagi
pertahanan w | ayah dan penerintahan-jalan raya lintas Sunatera itu
sebagai suatu "mul ti-purpose" project yang dapat nerupakan suatu al at
revolusi yang anpuh yang dapat nenbantu nenpersingkat waktu
t er capai nya nasyarakat |ndonesia yang adil dan nakmur.

Agar dapat nenberi kan hasil yang sebesar-besarnya penbangunan proyek
raksasa ini akan dilaksanakan atas dasar kegotong-royongan dengan
nengger akkan segala "funds and forces" dibawah satu pi npi nan, untuk
neni nbul kan dan nenyal urkan daya kerja dan daya kreatif rakyat secara
naksi nal .

Penbi ayaan penbangunan ini hendaknya di usahakan sedem ki an, sehi ngga
tidak terlal u nenberat kan keuangan Negara.

Berhubung dengan itu perlu didirikan suatu badan penyel enggara
penbangunan dan penbina jalan raya lintas Sunmatera yang ber bent uk
badan hukum (Qorita) berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Kepada Qorita tersebut diberi wewenang untuk nengadakan usaha- usaha
di segal a bi dang yang | angsung ber hubungan dengan kepentingan dan yang
akan nenghasi | kan pendapat an guna penbi ayaan penbangunan proyek.
Wsaha-usaha ternmaksud dilakukan dengan nenperhatikan asas-asas
ekonom perusahaan tanpa nengabai kan asas-asas sosi al nya.

Dal am hubungan dengan usaha-usaha ternaksud kepada Qorita perlu
di beri kan hak nmenguasai tanah sebagai di naksudkan dal am pasal 2
Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok
Agrari a.

Pel aksanaannya di | akukan ol eh Gorita dengan nengi ndahkan per at uran-
peraturan Agraria yang berl aku.

Hak penguasaan tanah ternaksud neliputi tanah-tanah yang nerupakan
jalan raya dan jal an-j al an penghubung serta tanah-tanah yang terl et ak
di kanan/kirinya jal an-jal an yang ternasuk proyek dan tanah-tanah yang
di perl ukan dal amrangka pel aksanaan proyek.

Hak penguasaan tanah ini dengan neng-expl oitir kekayaan ternasuk kayu
yang ada diatasnya dan usaha-usaha yang nenghasilkan pendapatan
termaksud akan nenjadi sunber utana untuk penbi ayaan proyek ini.

Untuk nel ancarkan penyel enggaraan tugasnya, dan pengamanan serta
penbi naan jal an raya kepada Gorita perlu diberi kan hak dan wewenang
untuk nengadakan peraturan-peraturan tentang perizinan, pungutan-
pungut an dan hal - hal yang ber hubungan dengan usaha-usaha Gorita.

Unt uk nenj amn kel ancaran penyel enggaraan proyek atas dasar kegot ong-
royongan yang neliputi senmua "funds dan forces" pinpinan Qorita
di pegang ol eh Penerintah dengan nengadakan dekonsentrasi dal am soal



PASAL
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

managenent, sedangkan pel aksanaan kegi at an-kegi atan sehari - hari
di | akukan ol eh ahli-ahli.

Ber hubung dengan itu ditetapkan bahwa pinpinan Qorita terdiri atas
P npi nan Uhumdan D reksi .

P npi nan Umum di pegang | angsung ol eh Presiden, untuk nenetapkan dan
nenyel enggar akan kebi j aksanaan umum Presiden dibantu oleh $Saf
Presiden Uusan Jal an Raya Lintas Sumatera, yang terdiri atas Kepal a
Saf dan Anggot a-anggot a. Tugas, wewenang dan susunan Staf ditetapkan
ol eh Presiden.

Asas-asas pokok pel aksanaan dari kebijaksanaan urmum ternaksud unt uk
di | aksanakan oleh suatu Dreksi ditetapkan oleh Saf yang juga
bertugas nem npi n dan nengawasi pel aksanaannya.

Unt uk pel aksanaan proyek ini atas dasar kegotong-royongan dan untuk
nengger akkan segala "funds and forces" yang ada di Daerah, naka
terasa perlu untuk nengadakan dekonsentrasi ,dalam soal managenent
dan untuk nendapat dukungan nasyarakat atau sosial support perlu
nengi kut sertakan oknum oknum Daerah dengan aktif dal am penbangunan
ini.

Berhubung dengan itu, naka di Daerah tingkat | diadakan suatu
Pinpinan Daerah untuk nenbantu Staf dalam nenyel enggar akan
kebi j aksanaan unum yang dit et apkan ol eh Presiden dan bertugas antara
| ain nenbi na, nenganmankan dan nensukseskan pel aksanaan proyek, serta
bertanggung j anab atas penyel enggaranya kepada P npi nan Umum

A npi nan Daerah ternaksud di ketuai ol eh Qubernur Kepal a Daerah yang
bersangkutan dan dibantu oleh beberapa anggota yang jumah dan
susunannya dit ent ukan ol eh Kepal a S af .

DEM PASAL.

1

Qukup di terangkan dal am penj el asan unum
2.

Qukup di terangkan dal am penj el asan unum
3.

Qukup | el as.

4

Qukup diterangkan dal am penj el asan unum

Wsaha- usaha yang | angsung ber hubungan dengan kepentingan pel aksanaan
tugas Qoritas ialah antara lain : perusahaan batu bangunan (quarry)
perusahaan kapur, penggergajian, perhotelan, ponpa-ponpa bensin dan
lain-lain.

5.
Qukup di terangkan dal am penj el asan unum



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

6.

Hak dan wewenang Gorita untuk nengadakan peraturan- perat uran
neliputi antara lain perizinan nmendirikan bangunan dan perusahaan di
atas tanah yang di kuasai oleh Gorita, pemungutan tol, garis senpadan
(rooi lyn), penungut an bi aya papan rekl ane dan | ain-1ain.

1.

Mddal Gorita nerupakan kekayaan Negara yang dipi sahkan, hal ini
adal ah sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum yang harus
nenpunyai kekayaan sendiri terlepas daripada kekayaan unum Negara dan
dengan demkian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh anggaran
pendapat an dan bel anj a Negar a.

Untuk nencegah partisipasi ditentukan bahwa nodal Gorita tidak
terbagi atas saham saham

Cal am j um ah nodal sehar usnya sudah di per hi tungkan j um ah yang secara
konstan tertanam dalam jalan raya dan aktivita tetap |ainnya yang
secara konstan pul a tertanamdal amnodal usaha (bedryfs-kapitaal).

Penetapan jumah nodal sedemkian itu baru akan dapat ditetapkan
kenudi an nenurut perkenbangan pel aksanaan penbangunan jal an raya dan
usaha- usaha yang | angsung ber hubungan dengan it u.

Berhubung dengan itu ditentukan bahwa Penerintah nenyesuai kan/
nenanbah nodal nenurut perkenbangan kebut uhan.

Sel anj ut nya kebut uhan akan uang di atas juntah yang konstan ternaksud
diatas yang besarnya variable dan bersifat senentara, difinancier
dengan pinjaman yang Qorita dapat nengadakannya bai k dari badan-
badan resm, seperti Bank, Perusahaan Negara dan dari fihak swasta
bai k di dal amnaupun di |uar Negeri.

Qorita dapat juga nengel uarkan obl i gasi .

Qorita nengadakan pejanjian pinjaman ternaksud, dengan nengi ndahkan
per at ur an/ kebi j aksanaan Pereri nt ah dengan per set uj uan Pi npi nan Uhum

Hasi| pendapat an usaha-usaha yang diperoleh dari Kkegiatan-kegiatan
Qorita berupa antara |ain sunbangan nasyarakat, demkian pula |aba
dari perusahaan- perusahaan yang didiri kan oleh Qorita, diperuntukkan
guna penanbahan nodal .

8.

Qukup j el as.

0.

Qukup di terangkan dal am penj el asan unum

10 s/d 15.

Qukup j el as.

16.

Untuk nel ancarkan pel aksanaan penbangunan di pandang perlu untuk
nenbagi trase Jal an Raya Lintas Sumatera yang panjangnya " 2.400

km dal am 8 (del apan) bagi an dari masing-nasing " 300 km vyaitu:



Pasal

Pasal

Tanj ung Karang - Baturaj a
Baturaja - Lubuk Li nggau

Lubuk Linggau - Miara Bungo
Miara Bungo - Pangkal an Kota Baru
Pangkal an Kota Baru - Spirok

S pirok - Medan

Medan - Langsa

Langsa - Banda Aceh.

ONogrwWNE

Tiap bagi an nerupakan daerah kesatuan penbangunan yang dipinpin
ol eh seorang Proyek Manager.

Pr oyek- Manager bert ugas/ kewaj i ban mem npi n/ mengawasi
penyel enggar aan tekni s penbangunan di daerah dan bertanggung-j anab
at as penyel enggaraannya itu | angsung kepada D reksi .

Dal am nel akukannya itu Proyek Manager senantiasa nengusahakan
kerja-sama yang erat dengan Pernerintah Daerah c.q. Penerintah dan
i nstansi Penerintah setenpat.

17.

Ber hubung dengan kekayaan Qorita seluruhnya nerupakan kekayaan
Negara, naka dal am Peraturan Presiden ini dipandang perlu untuk
mengat ur tanggung-j anab pegawai /pekerja Qorita ternmasuk anggota
D reksi.

Dal am pasal ini diatur kewajiban pegawai/Pekerja Qorita untuk
mengganti kerugian yang diderita oleh Qorita yang diakibatkan
ti ndakan-ti ndakan yang nelawan hukum atau karena el akukan
kewaj i ban dan tugas yang di beri kan kepadanya.

Dal am hubungan ini terhadap pegawai/pekerja Qorita dinyatakan
berl aku ketentuan-ketentuan ganti rugi yang berlaku terhadap
pegawai Neger i t er maksud dalam pasal 74  Undang- undang
Per bendahar aan.

Pegawai Corita yang di bebani tugas penyi npanan, penbayaran atau
penyerahan uang dan surat berharga mlik Gorita dan barang
persediaan mlik Qorita yang disinpan dalam gudang atau tenpat
penyi npanan yang Kkhusus digunakan untuk keperluan itu, adalah
Bendaharawan (konptabel) dalam arti pasal 77 Undang-undang
Per bendahar aan. Bendaharawan tersebut di atas berkewaj i ban
nmenber i kan pertanggungan-j awab, artinya ia bertanggung-jawab bahwa
uang, surat berharga dan barang persediaan mlik Qorita yang
harus berada dal am penyi npanan (tanggungannya) benar-benar ada.
Bendahar anan di waj i bkan mengganti kerugi an yang terdapat dal am
sisa buku (boek-sal do) dan atau persedi aan buku (boekvoorraad),
Penyi npanan surat bukti dan sebagai nya dan penbebasan pengirinan
daftar pertanggungan-j awab  Bendaharawan  disesuai kan  dengan
ket ent uan- ket ent uan dal am Lenbar an- Negara 1932 No. 483.

18.
Dalam Corita tidak ada pengertian buruh dan ngjikan senuanya
adal ah pegawai / pekerja Ctorita.



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Dal am nengat ur kedudukan hukum gaji, pensiun dan sokongan serta
penghasilan lain-lain, demkian pula mengenai pengangkatan dan
penber henti an pegawai / pekerja Qorita D reksi harus nenperhatikan
ket ent uan-ketentuan pokok yang berlaku Dberdasarkan peraturan
perl i ndungan nmengenai kepegawai an.

Mengenai penber hent i an pegawai / pekerj a Corita hendakl ah
di perhati kan penyal uran nereka nenurut peraturan perundangan yang
ber| aku nengenai nasal ah ini.

Peraturan kepegawai an ternmaksud di atas yang dibuat ol en Direksi
ber| aku setel ah disetujui ol eh Kepala Staf.

19.
Qukup j el as.

20.
Untuk nenyel enggar akan pekerjaan mnengurus dan nenguasai Qorita
dengan bai k, tiap tahun diperlukan adanya suatu anggaran Qorita.

A eh karena itu Gorita diwgjibkan nmenyusunnya dan nenyanpai kannya
kepada Kepal a Staf untuk nmendapat per set uj uan.

Ketentuan ini dinmaksudkan untuk neneliti dan nenpertinbangkan
anggaran keuangan Qorita dan untuk menetapkan prioriteit serta
daya guna pel aksanaan proyek yang di nuat dal am anggaran itu.

Untuk nmenjamn kelancaran jalannya usaha-usaha dan Kkegiatan-
kegiatan Gorita, naka pada ayat (2) ditentukan bahwa dal am hal
Corita telah memasuki sesuatu tahun buku baru, sedangkan atas
proyek yang dinuat di dalam anggaran Qorita untuk tahun itu
bel umti dak di kenukakan keberatan atau ditol ak ol eh Kepala Staf,
maka anggar an tersebut berl aku sepenuhnya.

21.

Laporan berkal a tentang keuangan dan kegiatan Ctorita diperl ukan
ol eh Kepala Staf untuk selalu dapat nengi kuti dan nenilai keadaan
dan kemaj uan dan unt uk kepentingan pengawasan.

22.

Perhitungan tahunan di pergunakan sebagai dasar bagi Kepala Staf
untuk nenberikan pengesahan atas tindakan penguasaan dan
pengurusan CGorita oleh Dreksi selama masa tertentu yang tel ah
| anpau.

Peni | aian pos-pos pada perhitungan tahunan dil akukan menur ut
sistimyang | azi mdi sebut "poed koopmans gebrui k", artinya nenurut
sistim harga beli, atau harga pengganti atau persedi aan besi dan
sebagai nya yang besar artinya dalam ekonom perusahaan untuk
nenent ukan per hi tungan | aba.

Kesal ahan dal am kebi j aksanaan yang kenudi an di kenukakan ol eh Badan
Peneri ksa Keuangan, yaitu sesudah perhitungan tahunan disahkan



Pasal

Pasal

Pasal

ol eh Kepal a Staf, menjadi tanggung-jawab Pi npi nan Urum

Kesal ahan |ai nnya, yaitu yang bukan kesal ahan kebijaksanaan dan
dapat di nyat akan dal am uang, nenjadi tanggungan pegawai/pekerja
anggota Direksi yang nelakukan kesalahan itu, segala sesuatu
set el ah di bukti kan seper| unya.

23

Dal am pasal i ni di t ent ukan, bahwa  sesuai dengan sistim
di sentral i sasi dal am penerintahan Negara, dengan peraturan
Presiden kepada Daerah Swatantra, baik tingkat | rmaupun tingkat
|1, dapat diserahkan penguasaan dan pengurusan dari sebagi an atau
seluruhnya jalan raya lintas Sumatera dan/atau jalan-jalan
penghubung serta usaha-usaha Qorita.

Penyerahan ini dil akukan nelihat effisiensi dan kenanmpuan Daerah
dan apabi |l a produksi usaha-usaha Qorita sewajarnya terl etak dal am
bi dang penguasaan dan pengur usan Daer ah.

24,
Dal am pasal ini ditentukan bahwa penbubaran Qorita dan penunj ukan
I i kwi dat urnya ditetapkan ol eh Presiden.

Penbubaran ini dapat beralasan antara lain, apabila Qorita
di anggap tidak |agi dapat nencapai tujuannya atau tidak diperl ukan
lagi oleh Pererintah. D sini pengaturan benda, sesuatu yang
ber sangkut an dengan nanusi a pegawai / pekerja hendakl ah dal am hal
penbubaran i ni diperhatikan pula segala Qorita.

Penyel enggaraan |ikw dasi dilakukan dalam batas waktu yang
di t et apkan dal am peraturan penbubaran Qorita ternaksud di at as.

25 dan 26.

Qukup j el as.
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